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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang    

Kebijakan publik merupakan suatu tindakan atau aturan yang dibuat oleh pemerintah 

untuk masyarakat. Kebijakan yang dibuat harus diimplementasikan dengan baik agar tujuan 

kebijakan tersebut dapat tercapai. Implementasi kebijakan merupakan suatu cara yang 

dilakukan agar kebijakan yang telah dibuat dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk 

mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan yakni dengan secara langsung 

mengimplementasikannya dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan 

publik tersebut.  

Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai jika tujuan dan sasaran belum ada. 

Oleh karena itu tahapan implementasi ada setelah adanya undang-undang yang ditetapkan. 

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan ialah ditentukan oleh efektif  atau tidaknya 

pelaksanaan kebijakan itu serta pada kelancaran rutinitas pelaksanaannya dan kepuasan 

pihak pihak yang bersangkutan. Jika suatu kebijakan gagal dalam pengimplementasiannya 

maka disebabkan beberapa faktor salah satunya ketidakpatuhan atau ketidakikutsertaan 

implementor dalam pengimplementasian nya.  

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang atau Peraturan daerah adalah jenis 

kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau biasa disebut sebagai 

peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain 

Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, 

Keputusan Kepala Dinas dan lainnya. 

Salah satu kebijakan publik yang dibuat pemerintah yakni kebijakan protokol 

kesehatan. Kebijakan protokol kesehatan sangat penting pada saat ini dikarenakan wabah 

virus Covid-19 sedang menyebarluas di Indonesia. Virus ini disebut corona virus disease 
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2019 yang biasa disebut Covid-19. Covid-19 ialah penyakit baru yang disebabkan oleh virus 

dari golongan corona virus yaitu SARS-CoV yang disebut Corona. Maka dari itu 

Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan peraturan undang-undang tentang Protokol 

kesehatan dalam hal pencegahan dan pengendalian Covid-19 secara spesifik melalui 

Keputusan Menteri Kesehatan No. Hk.01.07/Menkes/328/2020.  

Sejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan diatas, Presiden mempertegas 

peningkatan kedisiplinan dalam menjalani era new normal atau adaptasi kebiasaan baru pada 

Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan 

penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus 

disease 2019. Salah satu isi Instruksi Presiden tersebut ialah Gubernur, Bupati, Walikota 

diinstruksikan Presiden untuk menyusun dan menetapkan regulasi yang memuat ketentuan 

kewajiban mematuhi protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum serta sanksi terhadap 

pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona 

virus disease 2019 (Covid-19). 

Instruksi presiden tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap provinsi, kota maupun 

kabupaten yang ada di Indonesia. Salah satunya Kota Palembang, walikota Palembang telah 

mengeluarkan surat edaran walikota No 38/SE/Dinkes/2020 tentang penegakan disiplin 

protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease 

(Covid-19) di Kota Palembang. Salah satu isi dari Surat Edaran Walikota ini ialah seluruh 

kepala instansi atau perangkat daerah mewajibkan pegawainya mematuhi protokol 

kesehatan yang ada dengan faktor pendukung nya menyediakan sarana prasarana protokol 

kesehatan seperti alat cek suhu, wastafel dan hand sanitizer.  

Surat edaran ini berlaku bagi seluruh pelaku usaha dan perkantoran yang ada di Kota 

Palembang termasuk Sekretariat Daerah Kota Palembang. Sesuai dengan isi surat edaran 

walikota tersebut bahwa pegawai wajib mematuhi protokol kesehatan agar menghindarkan 
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dari terkena Covid-19. Implementor dari kebijakan ini ialah pegawai kantor. Sekretariat 

Daerah Kota Palembang memiliki pegawai yang jumlah nya cukup banyak.  Berikut jumlah 

pegawai yang ada pada kantor Sekretariat Daerah Kota Palembang:    

Tabel 1. Jumlah Pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Palembang 

No. Unit Kerja 
Jumlah Pegawai 

PNS Non PNSD 

1. Sekretaris Daerah 1  

2. Asisten Sekda 3  

3. Staf Ahli Walikota 3  

    

1. Bag. Tata Pemerintahan 18 17 

2. Bag. Kesejahteraan Rakyat 10 31 

3. Bag. Hukum 14 14 

4. Bag. Kerja Sama 16 6 

5. Bag. Perekonomian 10 8 

6. Bag. Administrasi Pembangunan 13 8 

7. Bag. Pengadaan Barang dan Jasa 22 7 

8. Bag. Sumber Daya Alam 12 6 

9. Bag. Umum 37 98 

10. Bag. Organisasi 16 10 

 

11. 

Bag. Protokol dan Komunikasi 

Pimpinan 

 

25 

 

35 

Jumlah  200  

Sumber: Diolah penulis merujuk pada data bagian umum Setda 

 

Berdasarkan tabel diatas jumlah pegawai pada Sekretariat Daerah cukup banyak.  

Pegawai suatu kantor dapat mempengaruhi suatu kebijakan berjalan dengan baik atau tidak 

baik dalam hal mematuhi peraturan. Tingkat kepatuhan merupakan salah satu variabel dalam 

mengukur keberhasilan kebijakan protokol kesehatan. Kepatuhan pegawai akan pelaksanaan 

kebijakan yang ada pada kantor merupakan hal yang penting pada saat pandemi Covid-19. 

Pegawai yang patuh terhadap protokol kesehatan dapat membuat tujuan dari kebijakan 
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tersebut tercapai serta lancarnya fungsi atau tugas dari pihak yang bertanggung jawab akan 

protokol kesehatan dapat membuat implementasi kebijakan protokol kesehatan berhasil.  

Implementasi kebijakan protokol kesehatan di Sekretariat Daerah Kota Palembang 

kurang berjalan dengan baik. Minimnya tingkat kepatuhan pegawai akan kebijakan yang 

telah ada. Beberapa hal yang menjadi masalah protokol kesehatan pada kantor ini yakni 

Pertama, dalam hal penggunaan masker di kantor. Masker menjadi hal yang sangat wajib 

digunakan pada saat pandemi Covid-19. Masker dapat melindungi dari paparan virus yang 

bisa terjadi pada saat berbicara dengan lawan bicara.  

Menggunakan masker menjadi salah satu protokol kesehatan yang wajib dipatuhi 

oleh pegawai di kantor Sekretariat Daerah Kota Palembang. Tetapi pada kantor ini tidak 

semua pegawai patuh akan halnya penggunaan masker. Banyak pegawai yang mengabaikan 

hal tersebut. Bahkan saat ada tamu yang datang melakukan kunjungan kerja, pegawai yang 

bertugas dalam hal pelayanan publik tidak memakai masker. Bahkan pada saat pengamatan 

langsung penulis di kantor tersebut ada tamu yang datang kunjungan kerja tidak memakai 

masker.  Tidak adanya teguran maupun pemeriksaan bagi tamu yang tidak menggunakan 

masker ketika berada dikawasan kantor. Satpol PP sebagai pihak keamanan dan 

pendisiplinan protokol kesehatan yang seharusnya menegur dan memperingatkan setiap 

pegawai maupun tamu untuk menggunakan masker ketika bekerja.  

Kedua, sarana prasarana atau fasilitas protokol kesehatan.Adapun fasilitas protokol 

kesehatan yang ada pada kantor Sekretariat daerah Kota Palembang yakni sebagai beikut:  

 

Tabel 2. Fasilitas protokol kesehatan 

No Nama Jumlah 

1.  Wastafel 5 buah 

2.  Hand sanitizer 2 buah 

      



5 
 

 
  

     Sambungan dari tabel halaman 4  

3.  Alat Cek Suhu 1 buah 

4.  Pamflet scan vaksin pedulilindungi 1 buah 

Sumber: Diolah penulis berdasarkan data bagian umum 

Berdasarkan tabel diatas, fasilitas protokol kesehatan yang ada pada Sekretariat 

Daerah Kota Palembang cukup lengkap. Fasilitas protokol kesehatan yang pertama ialah 

wastafel. Wastafel yang ada berjumlah lima yang letaknya satu di depan pintu masuk 

samping dan empat lagi letaknya di dalam pekarangan kantor. Wastafel yang ada berfungsi 

dengan baik dilengkapi dengan sabun yang masih berisi. Wastafel yang ada di depan pintu 

masuk disediakan untuk para pegawai maupun tamu yang datang mencuci tangan terlebih 

dahulu. Mencuci tangan merupakan salah satu protokol kesehatan. Masalah yang terjadi 

dalam hal penggunaan wastafel ialah berdasarkan pengamatan langsung penulis pada saat 

itu, pegawai yang masuk kantor melalui pintu masuk samping jarang sekali yang mencuci 

tangan terlebih dahulu padahal pegawai mengerti bahwa hal tersebut merupakan protokol 

kesehatan akan tetapi malah diabaikan. 

Gambar 1. Wastafel di depan pintu masuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Sumber: Dokumentasi penulis januari 2022 
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Fasilitas prokes yang kedua ialah hand sanitizer. Hand sanitizer pada Sekretariat 

Daerah Kota Palembang ada dua, satu berada pada pintu masuk samping dan satunya berada 

pada lobi utama. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis saat observasi awal pada 

Sekretariat Daerah Kota Palembang bahwa hand sanitizer yang ada di Sekretariat Daerah 

tidak berfungsi dan tidak digunakan dengan baik, misalnya yang berada pada pintu masuk 

samping di dekat meja Satpol PP tidak digunakan dengan baik bagi setiap orang yang masuk. 

Pegawai melewati pintu tersebut tanpa menggunakan hand sanitizer yang tersedia terlebih 

dahulu. Begitu juga dengan tamu yang masuk lewat sana. Padahal Satpol PP seharusnya 

mengingatkan agar tiap yang masuk kantor lewat pintu tersebut harus patuh prokes yakni 

salah satunya menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Adapun letak hand sanitizer 

pada gambar dibawah ini:  

           Gambar 2. Hand sanitizer pada pintu masuk samping  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Sumber: Dokumentasi Penulis januari 2022 

Berkaitan dengan hand sanitizer diatas, penulis juga menemukan hand sanitizer yang 

kosong pada saat pengamatan langsung. Tingkat kepedulian dan tanggungjawab yang 

kurang oleh satgas Covid-19 ataupun pegawai akan kondisi fasilitas yang ada. Tidak 

dilakukannya pengecekkan terhadap fasilitas yang ada, apakah fasilitas tersebut masih 
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berfungsi dengan baik atau tidak. Hand sanitizer yang ada  pada lobi utama dan pada pintu 

masuk samping tidak ada isinya atau kosong. 

                          Gambar 3. Hand sanitizer yang kosong pada lobi utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi penulis januari 2022 

 

Fasilitas yang ketiga ialah alat cek suhu atau biasa disebut thermometer. Alat cek 

suhu berfungsi untuk mengukur suhu tubuh. Alat cek suhu yang ada pada Sekretariat Daerah 

hanya disediakan satu saja yakni pada lobi utama. Berdasarkan pengamatan penulis secara 

langsung alat cek suhu yang ada tidak digunakan dengan baik. Dikarenakan pegawai maupun 

tamu yang masuk melalui pintu utama sangat jarang sekali mereka melakukan cek suhu 

tubuh. Satpol PP yang bertugas tidak mengingatkan untuk melakukan cek suhu sebelum 

masuk kawasan kantor. 

Pegawai paham akan situasi Covid-19 yang saat itu sedang naik, tetapi mengikuti 

salah satu kebijakan protokol kesehatan saja tidak mau dan tidak peduli. Padahal sudah jelas 

ada alat cek suhu di lobi utama yang disediakan tapi pegawai keluar masuk Sekretariat 

Daerah dengan mengabaikan hal tersebut. Ada masalah lain dalam hal penyediaan alat cek 

suhu tubuh yakni tidak disediakannya alat cek suhu tubuh pada pintu masuk samping sebab 
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pada Sekretariat Daerah Kota Palembang ini pegawai maupun tamu sering masuk melalui 

pintu masuk samping.  

                                            Gambar 4. Alat cek suhu tubuh  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi penulis januari 2020 

Fasilitas keempat yakni pamflet scan vaksin Pedulilindungi. Menteri kesehatan 

mengatakan bahwa aplikasi QR Code PeduliLindungi membantu pemerintah dan 

masyarakat dalam menekan resiko penyebaran dikarenakan terintegrasi dengan data hasil tes 

pemeriksaan Covid-19 dan data vaksinasi nasional. Pada Sekretariat Daerah Kota 

Palembang telah disediakan pamflet scan vaksin akan tetapi hanya menjadi pajangan saja 

dan tidak digunakan dengan baik.  

Gambar 5. Pamflet scan vaksin PeduliLindungi 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi penulis juli 2022 
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Salah satu cara yang dilakukan agar mengetahui apakah kita terkena Covid-19 yakni 

dengan tes swab/antigen. Tes swab atau antigen pada Sekretariat Daerah Kota Palembang 

tidak ada kewajiban rutin untuk dilakukan tiap bulannya. Berdasarkan wawancara langsung 

dengan salah satu anggota satuan tugas Covid-19 Ibu Dr. Korlena mengatakan: 

“Berkaitan dengan tes swab di Setda sendiri tidak diwajibkan nya tes 

swab tiap bulan, Cuma diwajibkan jika kita merasa diri kita terkena 

gejala Covid-19. Jadi ketika diri sendiri merasa mengalami gejala 

Covid-19 seperti demam, batuk, tidak berfungsinya indra penciuman, 

maka wajib melakukan tes swab mandiri dan karantina 

mandiri.”(Wawancara Juli 2022) 

 

Bahkan ketika awal mula diberlakukan nya protokol kesehatan, proses birokrasi 

kantor sangat kacau dan proses surat ataupun berkas masuk sangat lambat dikarenakan 

banyak pegawai maupun kepala bagian yang terkena Covid-19 akibat tidak mematuhi 

kebijakan protokol kesehatan yang telah berlaku. Berdasarkan wawancara langsung penulis 

dengan salah satu pegawai bagian umum Bapak Abi mengatakan:  

“Pada pertengahan tahun 2021, pegawai maupun kepala kepala 

bagian banyak terkena Covid-19. Pada saat mengirimkan berkas dari 

instansi lain, pejabat atau yang memegang peranan tinggi dalam setda 

ini banyak yang sedang isolasi mandiri, maka proses surat nya 

memakan waktu yang lebih lama. Itu salah satu kesulitannya. 

Kesulitan selanjutnya, kurang koordinasi antara pegawai yang Work 

from home pada hari itu dan yang Work from office pada hari itu. 

Sering terjadinya komunikasi yang salah. Maka dapat dikatakan 

birokrasi pada saat Covid-19 itu kurang berjalan dengan baik 

dikarenakan adanya keterlambatan surat dan proses alur surat yang 

panjang. Tetapi untungnya surat yang masuk pertengahan tahun 2021 

itu tidak terlalu banyak.” (Wawancara 26 Juli 2022) 

 

Dapat dilihat dari beberapa uraian masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 

dikatakan bahwasanya implementasi kebijakan protokol kesehatan pada Sekretariat Daerah 

Kota Palembang kurang berjalan dengan baik. Mulai dari hal mematuhi protokol kesehatan, 

kelalaian tugas dari pihak yang bertanggung jawab sampai dengan penggunaan dan 

penyediaan fasilitas kesehatan yang tidak memadai. Maka dari itu penulis tertarik untuk 

melakukan peneitian yang berjudul: “Implementasi Kebijakan Penegakan Disiplin 
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Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus 

Disease 2019 Pada Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2021”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan 

adalah Bagaimana Implementasi kebijakan penegakan disiplin protokol kesehatan 

dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 pada 

Sekretariat Daerah Kota Palembang tahun 2021 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan 

penegakan disiplin protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona 

virus disease 2019 pada Sekretariat Daerah Kota Palembang tahun 2021. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara 

praktis bagi semua pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan akan implementasi suatu kebijakan dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan 

dalam penelitian terdahulu. 

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian dapat memberi masukan kepada pemerintah kota khususnya kantor 

Sekretariat Daerah Kota Palembang dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam 

menjalani aturan.  
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